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PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2010/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak 

antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di 

Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di 

Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di 

muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam  surat permohonannya tertanggal 21 April 2010 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor: 68/

Pdt.G/2010/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak 

terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1994, Pemohon dengan Termohon  melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kecamatan  sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/12/

VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai 

BArat, tanggal 30 Agustus 1994;  

2. setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Rumah 

Orangtua termohon

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon  dengan Termohon  telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 

a. ANAK I

b. ANAK II

4. Bahwa Kurang lebih sejak   ketentraman rumah tangga Pemohon  dengan 

Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon 

dengan Termohon  yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang 

disebabkan termohon selalu merasa kekurangan akan kebutuhan hidup 

termohon dan anak-anak pemohon dikarenakan pemohon hanya seorang petani 

saja dan pada hari itu juga pemohon langsung pergi meninggalkan termohon 

menuju kerumah orangtua prmohon di Sungguminasa kabupaten Gowa; 

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon  dengan 

Termohon  tersebut terjadi kurang lebih pada Selma pemohon di Gowa, 

Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan biasa kembali dalam dua kali 

sebulan untuk menjenguk dan memberi uang kepada termohon dan anak-anak 

pemohon, sering kali pemohon mengajak termohon untuk bicara akan tetapi 

termohon tidak pernah memperdulikan pemohon, yang akibatnya antara 

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara 

musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara 

Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit 

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon 

mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon  dengan 

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;   

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON I) untuk mengucapkan ikrar thalak 

terhadap  (PEMOHON II) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;  

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan 

Termohon telah hadir sendiri, dan  oleh Ketua Majelis telah diusahakan 

perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasai dan untuk kepentingan itu, 

para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak 

sepakat untuk menunjuk  sebagai Mediator mereka  dan Mediator telah melakukan 

upaya Mediasi sebanyak   kali yang hasilnya proses/mediasi gagal; 

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan 

jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini 

yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam 

perkawinan yang sah;

b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon  dengan Termohon  telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak 

bernama : SAKSI I dan saksi II";

c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan 

dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana 

yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena ...

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi 

mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya 

demikian juga Termohon tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-

dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah 

mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil 

jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap 

mempertahankan dalil-dalil  Permohonannya; 

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah 

mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara 

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap 

mempertahankan dalil-dalil jawabannya;; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti  surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  <<1004 

tanggal <<1012 <<1108 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan <<1005  <<1354 , bukti surat tersebut telah diberi 

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P.;;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas 

Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai 

berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah 

menghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., bertempat tinggal di  <<2024 --------

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang 

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan 

selaku ..Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam 

rumah tangga yang disebabkan  terutama karena Termohon ...... 

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah 

ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu 

diketahu saksi  dari laporan/pengaduan Pemohon dan  juga ...

- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan 

rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, 

Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. Saksi II / Keluarga Termohon

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., bertempat tinggal di  <<2024

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang 

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ... 

Pemohon

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam 

rumah tangga yang disebabkan  terutama karena Termohon ...... 

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah 

ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu 

diketahu saksi  dari laporan/pengaduan Pemohon dan juga ...

- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan 

rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, 

Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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        Menimbnag, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan 

Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada 

pendiriannya masing-masing; 

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum  dalam berita acara  persidangan perkara 

ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon  telah jelas 

menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon 

sendiri tentang domisili Termohon  yang berada diwilayah hukum Pengadilan 

Agama Sinjai yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat 

(4) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk 

memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi 

dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai 

bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah 

tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus 

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : 

a. termohon selalu merasa kekurangan akan kebutuhan hidup termohon dan 

anak-anak pemohon dikarenakan pemohon hanya seorang petani saja dan 

pada hari itu juga pemohon langsung pergi meninggalkan termohon menuju 

kerumah orangtua prmohon di Sungguminasa kabupaten Gowa

; yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /

pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon    

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis 

menilai bahwa Termohon  telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon  dan 

karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat 

dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis 

menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dap;at dinyatakan 

telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah 

dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh 

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal hak 

perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah 

anak dapat dinyatakan bahwa ...
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Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal harta 

bersama, dapat dinyatakan bahwa ...;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan  mengajukan 

permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon  

dengan Termohon  yaitu sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga 

sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama 

Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara 

Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon  yang 

menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon  dengan Termohon  

telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan 

lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah 

terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta 

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ... menunjukkan bahwa antara 

Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian 

dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan 

bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama 

dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon  dengan 

Termohon  yang diperkuat dengan  keterangan para saksi yang pada intinya 
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menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam 

rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak 

berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun 

Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang 

menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga 

dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang 

merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi 

perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbnag, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu 

terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang 

diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang 

menyebebakan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang 

menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya 

adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh 

Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebebkan perselisihan itu 

terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa .., 

majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon 

dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang 

menyebabkan perselisihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, 

sementara dalil Termohon tentang hal yang menyebebkan perselisihan diakui 

kebenarannya oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi 

Disclaimer
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sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang 

didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat 

dikatakan penyelasaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang 

dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah 

pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena 

hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua 

hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan 

Penggugat  dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;;

Menimbang, bahwa  dengan adanya  fakta-fakta tersebut telah merupakan  

bukti bahwa rumah tangga  antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan 

sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang 

dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah 

rusak ( broken marriage )  sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai 

sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon 

selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling 

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap 

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan 

Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh 

melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan 
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salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan 

Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab 

perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan 

Pemohon  dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975; 

  Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i 

berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Artinya :

"Dan jika kamu hawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal"  

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat Ijin untuk melakukan 

perceraian atas nama Pemohon dari Kantor dimana Pemohon bekerja maka 

diselesaikannya Permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 

ayat (1)  PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 yata (1)   PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon  bukanlah gugatan tentang 

sengketa mengenai bezitrech dan tidak ada keputusan yang telah mempunyai 
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kekuatan hukum yang tetap atau ada gugatan provisionil yang telah dikabulkan, 

dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohoan Pemohon agar putusan ini 

dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi ( uit 

voorbaar bij voorad ) belum dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku 

sebagaimana tersebut pada pasal 180 ayat (1) Hir dan karenya sejalan pula 

dengan SEMA nomor 3 tahun 1978, majelis berpendapat bahwa permohonan 

Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al 

Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

 الطلاق عزموا وإن فإن الله سميع عليم

Artinya : 

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka 

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai 

pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya 

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan 

kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;                                 

MENGADILI

a. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Mengizinkan pemohon, Darwis bin Dullah, untuk mengikrarkan talak satu raj'i 

terhadap Termohon, Hasniar binti Muddin Kilo, di hadapan sidang 

pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah dan nafkah 

iddah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

e. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. Nafkah iddah selama dalam masa iddah (tiga bulan) sebesar Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah);

g. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghitung tergugat untuk menghitung nafkah lampau untuk istri dan 

nafkah lampau untuk anak sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan 

ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang 

untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 

setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menyatakan harta berupa :

l. Sebuah rumah panggung kayu yang berdiri diatas tanah orang tua tergugat 

dengan ukuran kurang lebih 5,50 meter x 9 meter = 49,50 meter persegi, yang 

terletak di dusun palulu Desa Balassuka, Kecamatan Tombolo pao, Kabupaten 

Gowa denga batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik Dullah

- Sebelah Timur : Jalan Desa

- Sebelah Selatan : Rumah Puang Senne

- Sebelah Barat : Tanah kebun milik Dullah
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q. begudang tanah kapling(tanah perumahan) dengan ukuran kurang lebih 70 m x 

7 m = 70 meter persegi terletak di Dusun Silanggia, Desa Kanreapia, 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : Rumah Darmawati

- Sebelah Selatan :tanah kebun milik Rappe

- Sebelah Barat :tanah Usman

v. adalah tanah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus 

dibagi dua, 1/2 setengah untuk Penggugat dan 1/2 setengah lainnya untuk 

Tergugat;

w. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama 

tersebut (dalam angka 4)kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara 

natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara di jual lelang oleh kantor 

lelang kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan 

seperdua kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang pajak dan 

sebagainya;

x. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa 1

(satu)Petak sawah yang terletak di Langkowa, Desa Bolaromang, Kabupaten 

Gowa kepada Penggugat;

y. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama 

berupa kredit /utang di BRI Manipi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 

masing-masing membayar satu juta rupiah;

z. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
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1. Membebankan kepada Pemohon 

konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar semua biaya yang timbul 

dalam perkara ini yang hingga 

diperhitungkan sejumlah Rp 

841.000,00(delapan ratus empat puluh 

satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai,  pada hari Kamis tanggal 14 

Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1431 H. dalam 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. H. 

Syamsul Bahri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. 

Muhammadong, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua 

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 

para Hakim Anggota serta Muharram, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri 

oleh Pemohon dan Termohon. 

 Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri

                       Hakim Anggota                                                 Hakim Anggota
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Drs. M. Yasin Paddu                  Drs. Muhammadong, MH

Panitera Pengganti

        

Muharram, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses               : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan         : Rp. 1.050.000,-

4. Redaksi                      : Rp.   5.000,-

5. Materai                       : Rp.   6.000,-

                                  ----------------------

   Jumlah                           Rp. 1.141.000,-
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